
SALINAN 

 

 

BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 

           NOMOR :  15 TAHUN 2025        
 

TENTANG 
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 TAHUN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SOPPENG, 

 

Menimbang   :       bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; 

 

Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7075); 



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161); 

8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11 Tahun 2025 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 

11); 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN 

KERJA PERANGKAT DAERAH  TAHUN 2026. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Soppeng. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya   

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan  masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan  sumber daya yang tersedia. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 



10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi 
Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan  serta memperoleh alokasi 
anggaran. 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan                  

1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber 

daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal 

termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang 
selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar 

pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan 

daerah. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan 

Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Renja SKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari 

RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati  Soppeng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 

(2) Renja SKPD  Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi Pedoman SKPD dalam menyusun 

rencana kerja dan anggaran. 

Pasal 3 

(1) Renja SKPD merupakan hasil Musrenbang 

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang 

Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan 

Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja 

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, 

fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi 

pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan 

sinergitas antar sektor dan antar wilayah. 

(2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam naskah Renja SKPD Tahun 

2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini 

Pasal 4 

SKPD menggunakan Renja SKPD Tahun 2026 dalam 

melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD 

dengan DPRD. 

 



Pasal 5 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah melakukan sinkronisasi antara 

rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2026 dengan RKPD 

Tahun 2026. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

                                                                  Ditetapkan  di Watansoppeng 

                                                                  pada tanggal  15 Agustus 2025      

                                                                  BUPATI SOPPENG, 

 

       ttd  

                                                                  SUWARDI HASENG 

 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  15 Agustus 2025     

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 
 

            ttd 
 

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 15 
Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

 MUSRIADI, SH.MM 

 


